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' PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 2.9 TAHUN 2012
TENTANG |

PENAMBAHAN PENYERTA‘@N MODAL PEMERINTAH DAERAH
KE DALAM MODAL PT. BANK JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUR}ATI BUNGO, |

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi
peningkatan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah
Daerah perlu méTlakukan penambahan penyertaan modal ke
dalam modal PT, Bank Jambi;

b. bahwa sesuai kd%tentuan Pasal 41 ayat (5) Und%mg-Undang
Nomor 1 Tahun /2004 tentang Perbendahaan Negara, maka
penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapl%:an dengan

|
Peraturan Daerah; !

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a ban huruf b, [perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Jambi; |

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (@ Undang-Undang Dasar Nega%a Republik
Indonesia Tahun 1945; |

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan | Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana
telah diubah dlengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun
1965 tentang Pﬁémbentukan Daerah Tingkat II |Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran
Negara Republik Indonesia| Tahun 1965 Nomor 50,

Tambahan Lemwlbaran Negara Republik Indonesia Nomor
2755); ‘

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 1?92 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3472) sebagaimana telahlldiubah dengan Undéng—Undang

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Aéas Undang-

Undang 7 Tahun 1992 ftentang Perbankan | (Lembaran

Negara Republik Indonesia | Tahun 1998 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonpsia Nomor
3790); | |

4. Undang-Undang ..... 2
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4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 199? tentang

10.

11.

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaﬁo Jambi dan Kabupaten Tanjqng Jabung
Timur (Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Leémbaran Negara| Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang ‘Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor| 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kbbupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaraﬁ Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 81, També‘ahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3969); |

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangi Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tamb%‘han Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44286); |

- Undang-Undang Nomor 1| Tahun 2004 | tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara @ Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan 'Lembaran
Negara Republik ﬂndonesia NomTor 435), ‘

Undang-Undang | Nomor 32 Tahun 2004 | tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara | Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor | 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437); selfyagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahuﬁ 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32| Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara | Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

i |

. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang iPerseroan

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara| Republik
Indonesia Nomor 4576); |

- Undang-Undang = Nomor 12| Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (‘Lembaran
Negara Republik Indonesia |Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesﬁa Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor | 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor [140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia NT)mor 4576); |

Peraturan Pemerintah Nomor | 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerxi?atahan Antara Pe%merintah,
Pemerintah Daerah Provinsi |dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); }
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12. Peraturan Daerah Nomor
Penyertaan Mod;fal Pemerintah
PT. Bank Jame (Lembaran
Tahun 2008 Norqor 16);

Dengan Persetujuan Bers:
|

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH §
|

| dan

| BUPATI BUNGO
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG F

| MODAL PEMERINTAH DAERAH K
JAMBL

?BABI
KETENTUAN UMUM
i Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang difmaksud denga
. Daerah adalah Kabupaten Bungo‘

. Pemerintah Daerah adalah Bupatl dan Peran
penyelenggara pemerintahan daerah.

. Bugau adalah Bupati Bungo. |

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanju
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten B

Penyertaaan Modal adalah perbuatan menyertza
dap t dipergunakan untuk menghasilkan
keks yaan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang s¢
Jambi adalah bank yang dibentuk berdasarkaz
Jaxn;n Nomor 2 Tahun 2006 dan Akta Notaris
200»

BAB II
MAKSUD DAN TUJUADR
Pasal 2

|
(1) Malsftsud penambahan penyertaan modal Pen
modal PT. Bank Jambi adalah untuk pemenu
disetor Pemerintah Daerah dan meningkatk
memperkuat struktur permodalan ke dalam mo

(2) Tuyjuan Penambahan penyertaan modal Pem}erir
PT. | Bank Jambi adalah untuk meningkatka
bagian laba atas penyertaan modal Pemerint:

Bank Jambi untuk selanjutnya dlpergunakan

daegtglh dalam Anggaran Pendapatan dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

16 Tahun 200¢
Daerah ke Dal
Daerah Kabupat
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BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

;(1) Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerahl ke dalam modal PT. Bank
Jambi sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima
puluh milyar rupiah). ‘

[(2) Jum{lah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:
a. ﬁenyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi
per 31 Desember 2010;

b. ﬂ‘enyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank Jambi
berupa tanah dan bangunan gedung yang tercatat dalam struktur
permodalam PT. Bank Jambi. |

0. genambahan penyertaan modal Pemerintah |Daerah ke dalam|modal PT.
Bank Jambi.

| ;

\ Pasal 4
| (1) Penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Jambi per 31 Desember 2010
| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah sebesar
Rp.13.385.000.000,- (Tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh lima juta
rupiah), sebagaimana tercantum dalam neraca Daerah per 31 Desember
2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tghun 2011
tentang Pertanggungjawaban l?elaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bur‘ago Tahun 2011 Nomor 8).

| (2) Penyertaan modal ke dalam modal PT. Bank Jambi berupa tanah dan
| bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b
adalah senilai Rp.3.122.139.537,29 (Tiga milyar seratus dua puluh dua juta
lima ratus tiga puluh tujuh koma dua| puluh sembilan rupiah),
sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor |16 Tahun
2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Dalam
Modal PT. Bank Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2008
Nomor 16).

| (3) Jurfillah penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT. Bank
Jarﬁ*lbi sampai dengan 31 Desember 2010, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp.16.507.139.537,29 (Enam belas milyar lima
ratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus [tiga puluh
tujuh koma dua puluh sembailan rupiah).

Pasal 5

| (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah ke dalam modal PT.
Bank Jambi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ sebesar
Rp.33.492.860.462,71 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh
dua juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh dua
koma tujuh puluh satu rupiah) dalam bentuk uang.

(2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam anggaran pendapatan dam belanja daerah/perubahan
anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun anggaran mulai
tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014.

‘ Pasal ..... 5
| | |
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Pasal ()

enambahan penyertaan modal sebagalmana d
1), bersumber dari:

hasil penjualan mess Pemerintah Daerah yai
hasil penarikan sebagian penyertaan mod:
BUMD PT. Bungo Dani Utama;dan

hasil perolehan deviden atau bagian lal
Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jambi.

(2) Dalém hal sumber dana sebagaumana dimaksu
tidak dapat direalisasikan atau diperkirakan
dalam rangka penambahan pényertaan mo

pendapatan daerah lainnya.

|
(3) Sunl‘lber pendanaan sebagalmana dimaksud
beserta nilai penambahan penyeytaan modal se
Pasal 5 diformulasikan sesuai mekamsme vang

dan‘ pembahasan APBD.

5 Pasal 7

Realisasi penambahan penyertaan modal pemerin
PT| Bank Jambi dilaporkan dalam Neraca Daer
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab:
Pendapatan dan Belanja Daerah éenap tahun
perundang -undangan.

1 BAB IV
\ |

KETENTUAN PENUTUI
iPasal 8

Peratufan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ¢

Agar set1ap orang mengetahuinya, memerlntahkc
Daeraﬁ ini dengan penempatannya dalam Les
Bungo

Ditetap

WABUP BUNGO
H.MASHJRL.SP.
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Diundangkan di Muara Bungo
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